69

DAFTAR PUSTAKA
A. Buku

Ali, A. (2011). Menguak Tabir Hukum (2nd ed.). Ghalia Indonesia.

Amrani, H & Ali, M. (2015). Sistem Pertanggungjawaban Pidana.
Rajawali Pers

Chazawi, A. (2005). Pelajaran Hukum Pidana I. Rajagratindo Persada.

Chandra, Y. T. (2022). Hukum Pidana (Cetakan Pertama). Sangir Multi
Usaha.

Ging, D., & Siapera, E. (2019). Gender Hate Online: Understanding the
New  Anti-Feminism.  Springer  International  Publishing.

https://books.google.co.id/books?id=bb2BuAEACAAJ

Harahap, M. Y. (2016). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,
Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.
Sinar Grafika.

Haryadi, D. (2012). Kebijakan Integral Penangulangan Cyberporn Di
Indonesia. Lima.

Ilyas, A. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana
Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan
(Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar). PuKap
Indonesia.

Igbal, M., Suhendar, & Imran, A. (2019). Hukum Pidana. Unpam Press.



70

Muntaha, & Listianingsih, D. M. (2019). Hukum Pidana Malapraktik :
Pertanggungjawaban dan  Penghapusan  Pidana (D. M.
Listianingsih, Ed.; 2nd ed.). Sinar Grafika.

Mertokusumo, S. (2007). Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar. Liberty.

Mertokusumo, S. (2009). Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty.

Muladi & Priyatno, D. (2013). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.
Kencana Prenadamedia Group

Notohamidjojo, O. (2011). Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum. Griya Media.

Prasetyo, T. (2012). Hukum Pidana (Ist ed.). Rajawali Pers.

Rahardjo, Satjipto. (2014). I/mu Hukum. Citra Aditya Bakti.

Sudarto. (1988). Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan-bahan
Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Universitas
Diponegoro.

Wahyuni, F. (2017). Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia (M. R.
Azmi, Ed.). Nusantara Persada Utama.

. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik



71

C. Sumber Lainnya

Auli, R. C. (2022). Catat! Ini 11 Jenis Interpretasi Hukum.
Hukumonline.Com.

Glosarium Hukum.

Fauzia, S., Istirohmah, A. N., Lestari, P., & Azizah, M. N. (2023).
Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Prestasi Belajar
Peserta Didik. Jurnal Belaindika :Pembelajaran Dan Inovasi
Pendidikan, 5(1), 21-27.

Harahap, M., Firman, & Ahmad, R. (2021). Penggunaan Social Media
dan Perubahan Sosial Budaya Masyarakat. Edukatif: Jurnal Ilmu
Pendidikan, 3(1), 135-143.

Harjoko, A. T. P. (2010). Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Pidana
[Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Hasibuan, H. A., & Hamzah, A. (2023). Metode Penafsiran Hukum
Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki. Jurnal Legisia, 15(2), 136-
145.

Kamus Hukum.

Khalid, A. (2014). Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem
Peradilan di Indonesia. Jurnal A’ Adl, 6(11), 9-36.

Laoh, P. G. (2024, May 3). Komnas Perempuan Catat 4.179 Kasus

Kekerasan Seksual pada 2022-2023. DetikNews.



72

Lewokeda, K. M. D. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana
Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan. Jurnal Mimbar
Keadilan. 14(28). 183-196.

Mawar, S. (2020). Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan
Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum. Jurnal Ar-Raniry.

Pranajaya, & Wicaksono, H. (2017). Pemanfaatan Aplikasi WhatsApp di
Kalangan Pelajar (Studi Kasus di MTS Al-Muddatsiriyah dan MTS
Jakarta Pusat). Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan PKM
Sosial, Ekonomi Dan Humaniora, 7(1), 98—109.

Raharjo, E., Monica, D. R., & Maiyanti, E. D. (2023). Analisis Faktor-
Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Pornografi Balas Dendam
(Revenge Porn) Di Indonesia. Lex LATA, 5(3).

Runtu, E. A. (2021). Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan
Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (Revenge porn)
Yang Terjadi Di Sosial Media. Lex Privatum, 9(11).

Sihotang, K. (2023, September 6). Negara Dengan Jumlah Pengguna

WhatsApp Terbanyak. Validnews.Id.



